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 KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

KABUPATEN LUMAJANG 

NOMOR : 180 /          / 427.75 /2016 

 

TENTANG 

 

TIM PENYUSUN REVIEW RENCANA STRAGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG   

 

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  

KABUPATEN LUMAJANG 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden 

Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah  dan dalam rangka mewujudkan tata 

pemerintahan yang baik (Good Governance), meningkatkan 

kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada 

masyarakat ; 

  

b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas 

dan untuk mengetahuai kinerja pelayanan aparatur 

pemerintah kepada masyarakat maka perlu ditetapkan Tim 

Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Lumajang dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong 

Praja  Kabupaten Lumajang. 

Mengingat: 

1) Undang-Undang  Nomor   17  Tahun   2003   tentang  Keuangan 

Negara; 

2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Keuangan Negara; 

3) Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang   Sistem 



Perencanaan Pembangunan Nasional; 

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

5) Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan 

Keuangan antara Pusat dan Daerah; 

6) Undang-Undang   Nomor   17   Tahun   2007   tentang   Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025); 

7) Peraturan    Pemerintah    Nomor    58    Tahun    2005    

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

8) Peraturan  Pemerintah  Nomor  Nomor  65  Tahun  2005  Tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal; 

9) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah; 

10) Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006  tentang  

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

11) Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2007  tentang  Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  Kepala  Daerah 

Kepada DPRD, dan informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 

12) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah; 

14) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi 

Pamong Praja; 

15) Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  

2010 Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  

Nasional tahun 2010 – 2014; 

16) Peraturan Daerah Propinsi J a w a  T i m u r No. 3 Tahun 2014 

tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur; 

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 



Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011; 

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

19) Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; 

20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang 

Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Satuan  Polisi  Pamong 

Praja; 

21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang 

Perubahan  atas  Permendagri  Nomor  62  Tahun  2008  tentang 

SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota; 

22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang 

pedoman pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional; 

23) Perda Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; 

24) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2016 Tentang      

Kedudukan, Susunan Organisasi, Urarai Tugas Dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang. 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : 

KESATU : Tim Penyusunan Review Rencana Strategis  Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Lumajang  tahun 2015-2019, dengan 

susunan keanggotaan sebagai berikut : 

 

                    a. Pengarah :  Drs. BASUNI 

b. Ketua :  SRI AGUSTINI 

c. Sekretaris :  DIDIT HARTANTO 

d. Anggota :  1. BAMBANG BIGYANTO, s.sOS 

              2. FIRA YOFIANA, sh 

              3. INDIRA MAYA NILAMSARI, SH 

                                 

 KEDUA :  Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun Renstra  

sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu untuk : 



a. Mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitkan dengan 

pelaksanaan penyusunan review Renstra Satuan Polisi 

Pamong Praja tahun 2015-2019 

b. Melaksanakan pengumpulan  / menghimpun data yang 

berkaitan dengan Review Rentra Satuan Polisi Pamong Praja 

tahun 2015- 2019 

c. Melaporkan pelaksanaan kepada Kepala Satuan Polisi 

Pamong Praja kabupaten Lumajang 

 

KETIGA   : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapakan di Lumajang 

Pada tanggal, 31 Desember  2016 

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA 

KABUPATEN LUMAJANG 

 

 

 

Drs. B A S U N I 

Pembina  

NIP. 19620727 1985121 1 001 

 


